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PERIZINAN USAHA PERASURANSIAN 
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 
TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN1 

Oleh  : Merry Lintang2 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana perizinan usaha 
perasuransian menurut Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan 
bagaimana kewenangan otoritas jasa keuangan 
dalam menyetujui atau menolak permohonan 
izin usaha Perasuransian. Dengan 
menggunakan metode penelitian yuridis 
normative, disimpulkan: 1. Perizinan usaha 
perasuransian menurut Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,yakni 
setiap pihak yang melakukan usaha 
perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat 
izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.Untuk 
mendapatlan izin usaha harus memenuhi 
beberapa dipenuhi persyaratan sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2014 Tentang Perasuransian dan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan. Persyaratan izin usaha 
diberlakukan sesuai dengan jenis usaha yang 
akan dijalankan. 2. Kewenangan otoritas jasa 
keuangan dalam menyetujui atau menolak 
permohonan izin usaha perasuransian  
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari 
kerja sejak permohonan diterima secara 
lengkap. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan 
menolak permohonan izin usaha, maka 
penolakan harus dilakukan secara tertulis 
dengan disertai alasannya. 
Kata kunci: perizinan, usaha 
perasuransian,perasuransian 

 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Perizinan adalah salah satu bentuk 
pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat 
pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah 
terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 
masyarakat. Dengan memberikan izin, 
penguasa memperkenankan orang yang 
memohonnya untuk melakukan tindakan-
tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang 

                                                           
1  Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Diva A. E. 
Rombot, SH, MH;  Susan Lawotjo, SH, MH 
2  Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 
15071101124 

demi memperhatikan kepentingan umum yang 
mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok 
pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang 
kecuali diperkenankan dengan tujuan agar 
dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan 
dilakukan dengan cara-cara tertentu.3 

Asuransi merupakan salah satu dari buah 
peradaban manusia dan merupakan hasil 
evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki 
ialah kebutuhan akan rasa aman dan 
terlindung, terhadap kemungkinan menderita 
kerugian.4 

Asuransi merupakan alat pembangunan. 
Dalam hal ini premi yang terkumpul dalam 
perusahaan asuransi dapat dipakai sebagai 
dana investasi dalam pembangunan bantuan 
kredit jangka pendek, menengah maupun 
jangka panjang, bagi usaha-usaha 
pembangunan. Pada akhirnya dapat 
memperluas kesempatan dan lapangan 
pekerjaan bagi masyarakat banyak.5 

Dalam hukum administrasi negara, 
penggunaan sanksi administrasi merupakan 
kewenangan pemerintahan, di mana 
kewenangan ini berasal dari aturan hukum 
administrasi tertulis dan tidak tertulis. Pada 
umumnya, memberikan kewenangan kepada 
pemerintah untuk menetapkan norma-norma 
hukum administrasi tertentu, diiringi pula 
dengan memberikan kewenangan untuk 
menegakkan norma-norma itu melalui 
penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar 
norma-norma hukum administrasi tersebut.6 

Kebebasan adalah hak asasi manusia, 
dimaksudkan di samping setiap orang 
mempunyai kebebasan, pada saat yang sama 
dia pun mempunyai kewajiban asasi (kewajiban 
dasar). Dalam rangka melaksanakan kewajiban 
itu, maka setiap orang harus 
mempertanggungjawabkan perbuatan 
berdasarkan kebebasan yang dilaksanakannya. 
Hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan, hanya 
bisa dibedakan. Demikian juga kebebasan (hak) 
dan tanggung jawab (bukti adanya kewajiban), 

                                                           
3 Ibid, hal. 168. 
4 Sri Rejeki Hartono. Hukum Asuransi dan Perusahaan 
Asuransi. Sinar Grafika. Jakarta. 2001. hal. 30. 
5 Endang M. Suparman Sastrawidjaja. Hukum Asuransi 
(Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha 
Peransuransian). Alumni. Bandung. 1993, hal 59. 
6  Ridwan HR, Hukum Adminstrasi Negara, PT. 
RadjaGrafindo, Edisi l. Cet. 4. Jakarta, 2008, hal. 313. hal. 
313-314. 
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tidak bisa dipisahkan, namun bisa dibedakan. 
Seseorang tidak dapat memiliki hak tanpa 
memiliki kewajiban atau seseorang tidak dapat 
mempunyai kebebasan tanpa memiliki 
tanggung jawab.7 

Hukum bekerja dengan cara mengatur 
perbuatan seseorang atau hubungan antara 
orang-orang dalam masyarakat. Untuk 
keperluan pengaturan tersebut, maka hukum 
menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai 
fungsinya yaitu:8  
1. Pembuatan norma-norma, baik yang 

memberikan peruntukan maupun yang 
menentukan hubungan antara orang dengan 
orang;  

2. Penyelesaian sengketa-sengketa;  
3. Menjamin kelangsungan kehidupan 

masyarakat, yaitu dalam hal terjadi 
perubahan-perubahan. 
Hukum melindungi kepentingan seseorang 

dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan 
kepadanya untuk bertindak dalam rangka 
kepentingannya tersebut. Pengalokasian 
kekuasaan ini dilakukan secara teratur dalam 
arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. 
Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut 
sebagai “hak”. Dengan demikian tidak setiap 
kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut 
sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan 
tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum 
kepada seseorang.9 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah perizinan usaha 

perasuransian menurut Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 2014 Tentang 
Perasuransian ? 

2. Bagaimanakah kewenangan otoritas jasa 
keuangan dalam menyetujui atau menolak 
permohonan izin usaha Perasuransian ? 
 

PEMBAHASAN 
A. Perizinan Usaha Perasuransian Menurut 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 
Tentang Perasuransian  

                                                           
7 Suparman Usman. Etika dan Tanggung Jawab Profesi 
Hukum di Indonesia. Gaya Media Pratama. Jakarta. 2008. 
hal. 128. 
8 Satjipto Raharjo. Hukum dan Perubahan Sosial Suatu 
Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di 
Indonesia. Cetakan Ketiga Genta Publishing. Yogyakarta. 
2009. hal. 111. 
9 Ibid. hal. 53-54. 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 
tentang Perasuransian, mengatur mengenai 
Perizinan usaha, sebagaimana dinyatakan pada 
Pasal 8 ayat: 
(1) Setiap Pihak yang melakukan Usaha 

Perasuransian wajib terlebih dahulu 
mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa 
Keuangan. 

(2) Untuk mendapatkan izin usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dipenuhi persyaratan mengenai: 
a. anggaran dasar; 
b. susunan organisasi; 
c. modal disetor; 
d. Dana Jaminan; 
e. kepemilikan; 
f. kelayakan dan kepatutan pemegang 

saham danPengendali; 
g. kemampuan dan kepatutan direksi dan 

dewan komisaris, atau yang setara 
dengan direksi dan dewan komisaris 
pada badan hukum berbentuk koperasi 
atau usaha bersama sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 
c, dewan pengawas syariah, aktuaris 
perusahaan, dan auditor internal; 

h. tenaga ahli; 
i. kelayakan rencana kerja; 
j. kelayakan sistem manajemen risiko; 
k. produk yang akan dipasarkan; 
l. perikatan dengan pihak terafiliasi 

apabila ada dankebijakan pengalihan 
sebagian fungsi dalam penyelenggaraan 
usaha; 

m. infrastruktur penyiapan dan 
penyampaian laporan kepada Otoritas 
Jasa Keuangan; 

n. konfirmasi dari otoritas pengawas di 
negara asal pihak asing, dalam hal 
terdapat penyerlaan langsung pihak 
asing; dan 

o. hal lain yang diperlukan untuk 
mendukung pertumbuhan usaha yang 
sehat. 

(3) Persyaratan izin usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat(2) diberlakukan sesuai 
dengan jenis usaha yang akan dijalankan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
persyaratan dan tatacara perizinan usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur 
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 
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Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai persyaratan dan tata cara 
perizinan usaha antara lain berupa persyaratan 
kompetensi atau keahlian dibidang Usaha 
Perasuransian sesuai dengan standar yang 
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 
termasuk bagi pengurus dan tenaga ahli asing. 

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya 
disingkat OJK, adalah suatu lembaga 
pengawasan di sektor jasa keuangan yang 
bersifat independen dalam menjalankan 
tugasnya dan kedudukannya berada di luar 
pemerintah.10 

Izin: vergunning ialah suatu penetapan yang 
merupakan dispensasi daripada suatu larangan 
oleh undang-undang. 11  Izin; pernyataan 
mengabulkan (tiada melarang dan sebagainya) 
persetujuan membolehkan.12 
 
B. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam 

Menyetujui Atau Menolak Permohonan Izin 
Usaha Perasuransian 
Istilah kewenangan sering disebut dengan 

authority, gezag atau yuridiksi.Kewenangan 
adalah kekuasaan yang diformalkan baik 
terhadap segolongan orang tertentu, maupun 
kekuasaan terhadap sesuatu 
bidangpemerintahan tertentu secara bulat yang 
berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari 
kekuasaan pemerintah. Pengertian ini berbeda 
dengan dengan wewenang yang dikenal juga 
dengan istilah competence atau bevoegdheid. 
Wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil 
tertentu atau bidang tertentusaja. Jadi 
kewenangan merupakan kumpulan dari 
wewenang-wewenang (rechtsbevoegdhehen). 
Wewenang ini merupakan kemampuan untuk 
melakukan suatu tindakan hukum publik, atau 
secara yuridis, wewenang adalahkemampuan 
bertindakyang diberikan oleh Undang-Undang 
yang berlaku untuk melakukan hubungan-
hubungan hukum.13 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 
tentang Perasuransian, Pasal 9 ayat: 

                                                           
10  Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, 
Kencana. Jakarta. 2014. hal. 216. 
11  Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban 
Pidana Korporasi. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 
2010. hal. 54. 
12 Sudarsono. Kamus Hukum. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 
2009. hal. 189. 
13 SF. Marbun. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. 
Liberty. Yogyakarta. 1997. hal. 154.   

(1) Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau 
menolak permohonan izin usaha 
Perusahaan Perasuransian paling lama 30 
(tiga puluh) hari kerja sejak permohonan 
diterima secara lengkap. 

(2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak 
permohonan izin usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), penolakan harus 
dilakukan secara tertulis dengan disertai 
alasannya. 

Penjelasan Pasal 9 ayat (l) Waktu 30 (tiga 
puluh) hari kerja mencakup waktu untuk 
mengklarifikasi data atau informasi dalam 
dokumen yang dipersyaratkan untuk 
mendapatkan izin usaha. 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 
tentang Perasuransian, mengatur mengenai 
Pengaturan Dan Pengawasan sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasal 57 ayat:  
(1) Pengaturan dan pengawasan kegiatan 

Usaha Perasuransian dilakukan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan. 

(2) Menteri menetapkan kebijakan umum 
dalam rangka pengembangan pemanfaatan 
asuransi dan reasuransi untuk mendukung 
perekonomian nasional. 

Pasal 58. Otoritas Jasa Keuangan harus 
mengupayakan terciptanya persaingan usaha 
yang sehat di bidang Usaha Perasuransian.  

Pasal 59. Otoritas Jasa Keuangan dapat 
menugaskan pihak tertentu untuk dan atas 
nama Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan 
sebagian dari fungsi pengaturan dan 
pengawasan. Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tata cara penugasan dan pelaksanaan sebagian 
fungsi pengaturan dan pengawasan oleh pihak 
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 

 Pasal 60 ayat: 
(1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi 

pengaturan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 57 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan 
menetapkan peraturan perundang-
undangan di bidang perasuransian. 

(2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi 
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 57 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan 
berwenang: 
a. menyetujui atau menolak memberikan 

izin Usaha Perasuransian;  
b. mencabut izin Usaha Perasuransian.  
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Sanksi hukum administrasi merupakan 
sanksi yang penerapannya tidak melalui 
perantaraan hakim. Pemerintah berwenang 
untuk bilamana perlu, tanpa keharusan 
perantaraan hakim terlebih dahulu bertindak 
jauh secara nyata. Sasaran sanksi administrasi 
adalah perbuatan yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan, sehingga 
secara prinsipil berbeda dengan pemberian 
sanksi pidana maupun tanggung jawab perdata 
yang ditujukan kepada orang (pelakunya).14 

Sanksi, sanctie, yaitu: akibat hukum bagi 
pelanggar ketentuan undang-undang. Ada 
sanksi adminsitratif, ada sanksi perdata dan ada 
sanksi pidana.15  

Menurut Kansil dalam pergaulan masyarakat 
terdapat aneka macam hubungan di antara 
anggota masyarakat, yakni hubungan yang 
ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan 
anggota masyarakat itu, karena beraneka 
ragamnya hubungan itu, para anggota 
masyarakat memerlukan aturan-aturan yang 
dapat menjamin keseimbangan agar dalam 
hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan 
di dalam masyarakat.16  

Kansil menambahkan bahwa peraturan-
peraturan hukum yang bersifat mengatur dan 
memaksa anggota masyarakat untuk patuh 
dalam menaatinya akan menciptakan 
keseimbangan dalam setiap hubungan di dalam 
masyarakat. Setiap pelanggaran atas peraturan 
yang ada akan dikenakan sanksi atau hukuman 
sebagai reaksi terhadap perbuatan yang 
melanggar peraturan.17 

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan itu 
dapat berlangsung terus-menerus dan diterima 
oleh seluruh anggota masyarakat, aturan 
hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh 
bertentangan dengan rasa keadilan 
masyarakat. Dengan demikian, hukum 
bertujuan untuk menjamin adanya kepastian 
hukum dalam masyarakat dan harus 
bersendikan pada keadilan yaitu rasa keadilan 
masyarakat.18  

                                                           
14  Ida Bagus Wyasa Putra. Hukum Bisnis Pariwisata. 
Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003. hal. 
183. 
15 Andi Hamzah. Terminologi Hukum Pidana, (Editor) 
Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal. 138. 
16Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas. Pokok-Pokok 
Hukum Bisnis. Salemba Empat. Jakarta. 2011. hal. 3. 
17 Ibid. hal. 3 
18 Ibid. 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 8 Untuk 
melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai 
wewenang:  
a. menetapkan peraturan pelaksanaan 

Undang-Undang ini;  
b. menetapkan peraturan perundang-

undangan di sektor jasa keuangan;  
c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;  
d. menetapkan peraturan mengenai 

pengawasan di sektor jasa keuangan;  
e. menetapkan kebijakan mengenai 

pelaksanaan tugas OJK;  
f. menetapkan peraturan mengenai tata cara 

penetapan perintah tertulis terhadap 
Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;  

g. menetapkan peraturan mengenai tata cara 
penetapan pengelola statuter pada Lembaga 
Jasa Keuangan;  

h. menetapkan struktur organisasi dan 
infrastruktur, serta mengelola, memelihara, 
dan menatausahakan kekayaan dan 
kewajiban; dan  

i. menetapkan peraturan mengenai tata cara 
pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangu-ndangan di sektor 
jasa keuangan. 
Penjelasan Pasal 8 huruf (b) Yang dimaksud 

dengan “peraturan perundang-undangan di 
sektor jasa keuangan” adalah peraturan 
perundang-undangan mengenai Lembaga Jasa 
Keuangan dan pihak yang melakukan kegiatan 
di sektor jasa keuangan.  

Penjelasan Pasal 8 huruf (f) Yang dimaksud 
dengan “perintah tertulis” adalah perintah 
secara tertulis untuk melaksanakan atau tidak 
melaksanakan kegiatan tertentu guna 
memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan dan/atau 
mencegah dan mengurangi kerugian 
Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa 
keuangan. Perintah tertulis diberikan antara 
lain untuk mengganti pengurus atau pihak 
tertentu di Lembaga Jasa Keuangan, 
menghentikan, membatasi, atau memperbaiki 
kegiatan usaha atau transaksi, menghentikan 
atau mengubah perjanjian antara Lembaga Jasa 
Keuangan dengan pihak lain yang diduga 
merugikan Konsumen, masyarakat, dan sektor 
jasa keuangan, serta menyampaikan informasi, 
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dokumen, dan/atau laporan tertentu kepada 
OJK. 

Penjelasan Pasal 8 huruf (g) Yang dimaksud 
dengan “pengelola statuter” adalah orang 
perseorangan atau badan hukum yang 
ditetapkan OJK untuk melaksanakan 
kewenangan OJK. Pengelola statuter 
melaksanakan kewenangan OJK, antara lain, 
untuk memenuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan di sektor jasa keuangan, 
mencegah dan mengurangi kerugian 
Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa 
keuangan, dan/atau pemberantasan kejahatan 
keuangan yang dilakukan pihak tertentu di 
sektor jasa keuangan. Langkah yang dilakukan 
pengelola statuter antara lain melalui 
penyelamatan kelangsungan usaha Lembaga 
Jasa Keuangan tertentu, pengambilalihan 
seluruh wewenang dan fungsi manajemen 
Lembaga Jasa Keuangan oleh pengelola 
statuter, pembatalan atau pengakhiran 
perjanjian, serta pengalihan portofolio 
kekayaan atau usaha dari Lembaga Jasa 
Keuangan. 

Negara sebagai suatu badan hukum publik 
yang independen juga menyandang hak dan 
kewajiban sebagaimana layaknya suyek hukum 
lainnya, baik itu orang perorangan maupun 
badan hukum perdata serta badan hukum 
publik lainnya.19  

Pasal 9. Untuk melaksanakan tugas 
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:  
a. menetapkan kebijakan operasional 

pengawasan terhadap kegiatan jasa 
keuangan;  

b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan 
yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;  

c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, 
penyidikan, perlindungan Konsumen, dan 
tindakan lain terhadap Lembaga Jasa 
Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang 
kegiatan jasa keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan;  

d. memberikan perintah tertulis kepada 
Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak 
tertentu;  

e. melakukan penunjukan pengelola statuter;  

                                                           
19 Gunawan Widjaja. Pengelolaan Harta Kekayaan Negara 
Suatu Tinjauan Yuridis. Seri Keuangan Publik. Ed. 1. Cet. 1. 
PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002. hal. 2. 

f. menetapkan penggunaan pengelola 
statuter;  

g. menetapkan sanksi administratif terhadap 
pihak yang melakukan pelanggaran terhadap 
  peraturan perundang-undangan di 
sektor jasa keuangan; dan  

h. memberikan dan/atau mencabut:  
1. izin usaha;  
2. izin orang perseorangan;  
3. efektifnya pernyataan pendaftaran;  
4. surat tanda terdaftar;  
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;  
6. pengesahan;  
7. persetujuan atau penetapan 

pembubaran; dan  
8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud 

dalam peraturan perundangundangan di 
sektor jasa keuangan. 

 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
1. Perizinan usaha perasuransian menurut 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 
Tentang Perasuransian,yakni setiap pihak 
yang melakukan usaha perasuransian wajib 
terlebih dahulu mendapat izin usaha dari 
Otoritas Jasa Keuangan.Untuk mendapatlan 
izin usaha harus memenuhi beberapa 
dipenuhi persyaratan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2014 Tentang Perasuransian dan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan. Persyaratan izin 
usaha diberlakukan sesuai dengan jenis 
usaha yang akan dijalankan. 

2. Kewenangan otoritas jasa keuangan dalam 
menyetujui atau menolak permohonan izin 
usaha perasuransian  dilaksanakan paling 
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 
permohonan diterima secara lengkap. 
Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak 
permohonan izin usaha, maka penolakan 
harus dilakukan secara tertulis dengan 
disertai alasannya. 
 

B. SARAN 
1. Setiap pihak yang melakukan usaha 

peransuransian wajib terlebih dahulu 
memenuhi semua persyaratan perizinan 
usaha perasuransian sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 
2014 Tentang Perasuransian dan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan. Persyaratan izin 
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usaha harus diberlakukan sesuai dengan 
jenis usaha yang akan dijalankan. Hal ini 
untuk memberikan kepastian hukum bagi 
pihak pelaku usaha dalam menjalankan 
usaha perasuransian. 

2. Apabila Otoritas Jasa Keuangan menyetujui 
permohonan izin usaha perasuransian, maka 
perusahaan perasuransian wajib 
melaporkan setiap pembukaan kantor di 
luar kantor pusatnya kepada Otoritas Jasa 
Keuangan. Kantor perusahaan asuransi, 
perusahaan asuransi syariah, perusahaan 
reasuransi, atau perusahaan reasuransi 
syariah di luar kantor pusatnya yang 
memiliki kewenangan untuk membuat 
keputusan mengenai penerimaan atau 
penolakan pertanggungan dan/ atau 
keputusan mengenai penerimaan atau 
penolakan klaim setiap saat wajib 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan 
Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan 
Perasuransian bertanggung jawab 
sepenuhnya atas setiap kantor yang dimiliki 
atau dikelolanya atau yang pemilik atau 
pengelolanya diberi izin menggunakan nama 
Perusahaan Perasuransian yang 
bersangkutan. 
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